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KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 700 7ty Tahun 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR
700/12 TAHUN 2024 TENTANG KELOMPOK KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH

' BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas kerja Kelompok Kerja
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten
Temanggung perlu adanya perampingan Kelompok Kerja
Pembangunan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang perubahan kedua atas Keputusan Bupati
Temanggung Nomor 700/12 Tahun 2024 Tentang
Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyeclenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

. 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi scbagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pecncegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Mencngah Tahun
2012-2014;

4. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi
Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi,

5. Pcraturan Menteri Pcndayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Instansi Pemerintah; dan






